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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMAKAIAN 'BAJU BATIK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwadengan diakuinya Batik Indonesia sebagal satu warisan budaya
takbenda, yang memiliki' nilai-nilai leluhur budaya bangsa dan memiliki
keunikan dalam bentuk, simbol,. filosofi yang mendalam serta
menggambarkan tradisi yang turun temurun, per1u memperkenalkan
keberadaan Batik Indonesia kepada masya~kat luas;

b. bahwa sebagai tindak lanjut. Surat Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor B.199/MENKO/KESRAlX/2009 hal
Himbauan Memakai Batik dan dalam rangka telah diumumkannya Batik
Indonesia sebagai Daftar Representatif BUdl!lya Takbenda Warisan
Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009, maka untuk
mengimplementasikan pemakaian busana batik bagi pegawal di
Lingkungan Pemerlntah Provinsi DKI Jakarta per1u dikeluarkan Instruksl
Gubemur;

\

c. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a
dan hurut b, perlu mengeluark~ln Instruks! Gubemur tentang Pemak,aian
Baju Batik;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentllng Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telahdiubal' dengan Undang-Undang
Nomor43 Tahun 1999; .

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah
sebagllimana . telllh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008; .

. ". .
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan.
Republik Indonesia;

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

. 5. Keputusan GubemurNomor 649 Tahun 1992 tentang Pakaian Pinas
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Jbukota Jakarta;




